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1795- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.[footnoteRef:1] [1:  Sunan abi dawud, maktabah syamilah, juz 5 hlm. 494] 


Artinya: " Dari Abbas ra, ia berkata : Nabi SAW bersabda: "seorang Perempuan dewasa lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya”.
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ABSTRAK

Alfan Wahid Hidayatullah. 2020, Komparasi wali mujbir dalam Madzhab Syafi` dan Madzhab Hanafi. Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. 
(II) Imam Syafi`i, M.H

Kata Kunci : komparasi Madzhab Syafi`i dan Madzhab Hanafi, wali mujbir
Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach) berupa skripsi komparasi pemikiran mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi`i, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.  Menurut mazhab Syafi`i bahwa selama anak perempuan tersebut masih berstatus al-bikr (gadis) maka hak seorang wali masih ada, batasan al-bikr (gadis) menurut mazhab Syafi`i yaitu selama perempuan tersebut belum pernah bersetubuh (jima`), walaupun bersetubuhnya secara zina maka orang tersebut sudah tidak dihukumi al-bikr (gadis) lagi, pernyataan mazhab Syafi`i ini memasukan seorang gadis yang dicerai suaminya tetapi belum pernah disetubuhi (qobla dukhul), karena secara hakikatnya perempuan tersebut masih berstatus al-bikr (gadis), sedangkan Menurut mazhab Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali dari jalur ayah, sedangkan wali mujbir hanya bisa diberlakukan untuk anak perempuan yang belum baligh. Mazhab Hanafi juga memberlakukan persyaratan bagi wali mujbir, yakni harus bisa mendatangkan calon suami yang sekufu bagi anak perempuanya. Sedangkan perwalian untuk orang gila semua perwaliannya wali mujbir. mujbir hanyalah bapak, dan kakek.
[bookmark: _Toc34825279][bookmark: _Toc55121312]dari latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas terkait dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dalam masalah wali mujbir. Tulisan ini berisi tentang pendapat dan metode istinbat  hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang wali mujbir. Metode istinbat wali mujbir yang
digunakan Imam Syafi’i ialah Alqur’an, Sunnah, dan Qiyas, sedangka metode istinbat hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam masalah wali mujbir adalah Alqur’an, Sunnah, dan ‘Urf. Illat yang digunakan Imam Syafi’i ialah bikr (keperawanan), sedangkan Illat yang digunakan Imam Hanafi dalam konsep perwalian ijbar yaitu ghairu aqilah. Karena wanita dalam keadaan tersebut tidak mampu bertindak sesuatu untuk dirinya sendiri.




KATA PENGANTAR
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PENDAHULUAN

[bookmark: _Toc34825286][bookmark: _Toc55121316]Latar Belakang Masalah
Wali  mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak
kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa, baik laki-laki
maupun perempuan jika mengalami kegilaan dan wanita dewasa berakal
dan baligh jika dia perawan hakiki (yang sebenarnya) atau dinyatakan
sebagai perawan secara hukum. Dengan demikian, wali muibir berhak
menikahkan mereka tanpa meminta izin dan ridha, dengan syarat-syarat
tertentu[footnoteRef:2]. Secara etismologi kata ijbar berasal dari ajbara-yujbiru yang arinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu.[footnoteRef:3] Sedangkan ijbar secara terminologis adalah kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinya. Dengan demikian wali lebih berhak menikahkannya dari pada orang yang akan melaksanakan nikah tersebut.[footnoteRef:4] Oleh karena itu wali boleh menikahkan anak perempuan tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan. [2:  Fikih empat madzhab jilid 5 hal 63]  [3:  Lous Ma‟luf, al-Munjid Fi al-Lugot wa al-a‟lam, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1968), 78.]  [4:  Abi Abdillah Muhammad bin Idris Ash-Shafi‟I, al-Umm, jilid V (ttp: tnp. Tt), 162-163] 

Arti wali mujbir sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menungggu kerelaan yang dikawinkan itu. Dan hak ijbar wali mempunyai arti hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.[footnoteRef:5] [5:  Moch. Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan, (Yogyakarta: Darussalam 2004), 77.] 

Mengenai hak ijbar banyak terdapat perdebatan atau pertentangan pendapat di antara kalangan ulamak islam, ada yang melarang dan ada juga yang memperbolehkan dan itu di sebabkan karna perbedaan sudut pandang dari ijtihad masing masing. Padadasarnya dalam islam sendiri tindakan pemaksaan memang tidak diperbolehkan. Dalam artian konsep ijbarul wali disini tidak sesuai dengan konsep hurriyah (kemerdekaan) yaitu kebebasan dalam memilih pasangan hidup.
Adapun menurut Abu Hanifah hak ijbar adalah sebagai tanggung jawab ayah terhadap putrinya yang masih kecil atau belum balig karena masih berada dalam tanggung jawab ayahnya Dalam madzhab hanafi seorang ayah (wali mujbir) tidak boleh menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa dengan secara paksa, dan jika hal itu dilakukan maka pernikahan tersebut akan di hukumi mauquf  (digantungkan keabsahannya) sebab hanya gadis atau janda yang masih kecil (belum baligh) masuk dalam konteks ijbar, sedangkan untuk wanita dewasa sudah di anggap mampu menentukan pasangannya sendiri. Karena salah satu syarat perkawinan adalah kerelaan dari kedua mempelai pria dan wanita, maka jika wali menikahkan anaknya tanpa meminta izin maka perkawinannya tidak sah[footnoteRef:6]. [6:  Syaikh Ibn Baz, Wanita Bertanya Ulama Menjawab, Cet. II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 169-170.] 

Menurut Imam Syafi`i mengenai hak ijbar wali adalah dibenarkan dan diperbolehkan tetapi boleh bagi janda untuk menikahkan dirinya sendiri, artinya tidak ada hak ijbar wali untuk janda akan tetapi lebih baiknya menggunakan wali.[footnoteRef:7] Madzhab Syafi`i berpendapat bahwa wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang gila baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, dan juga gadis baligh berakal tanpa meminta izin dan ridha[footnoteRef:8]. Dalam artian  maka selain bapak dan kakek tidak boleh menikahkannya dalam kondisi apa pun, karena pernikahannya bergantung pada izin dan ridhanya. [7:  Wahbah al-Zuhaili, al fiqhu al Islami wa adillatuha, 193]  [8:  Syaikh abdurrohman al juzairi, penerjemah: saleh faisal, Buku Fiqih Empat Madzhab, jakarta: pustaka alkautsar, 2015, jilid 5 hal 75] 

Pada dasarnya kerangka perwalian dalam pernikahan merupakan masalah yang paling serius terutama ketika penentuan calon pendamping baik istri maupun suami, dalam fase  ini seharusnya dilakukann secara teliti dan penuh kehati-hatian, karena akan mempengaruhi terhadap tujuan pencapaian perkawinan yang diidealkan. 
Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika dalam praktiknya, dimasyarakat awam banyak terdapat perbuatan memaksa dari seorang wali yang berlindung dibalik hak ijbar yang hanya dijadikan sebagai alat untuk memaksa anaknya (gadis) untuk menikah dengan lelaki pilihan walinya tanpa disertai izin dan rasa rida dari anak (gadis) atau orang yang berada di bawah perwaliannya, dikarenakan minimnya pemahaman tentang hak ijbar dan wali mujbir. Hingga menggeser konsep komparasi wali mujbir ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan (hurriyah) yang ditekankan oleh agama Islam, yaitu kebebasan memilih pasangan.[footnoteRef:9] Walupun ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa gadis harus dimintai persetujuan atas pernikahan yang akan dilangsungkan, dan diamnya merupakan tanda persetujuannya. Hadits tersebut tidak dapat diterapkan bagitu saja pada masa sekarang dimana konteks masyarakat telah berbeda dengan konteks dimana hadits ini dikeluarkan. Pada masa zaman sekarang, diamnya seorang perempuan bisa saja suatu penolakan yang tak terucapkan karena kondisi psikologi yang membuatnya demekian seperti perasaan tercekam, shock, traumatik. [9:  Masdar Farid Mas‟udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fikih
Pemberdayaan, Edisi Revisi, cet 1, (Bandung: Mizan, 1998), 97] 

Dalam hal ini, komparasi wali mujbir dalam menikahkan anak gadisnya memiliki peran yang sangat penting, dan di kalangan ulamak madzhab masih banyak perbedaan pendapat yang di sebabkan dari cara penggalian hukum, metode berijtihad dan pengambilan dalil-dalil. Sehingga menghasilkan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. 
Perbedaan tersebut tentunya terlihat dari pernyataan berbagai pandangan dan pemahaman dari ke dua imam mazhab yang menjadi subjek dalam penelitian ini yakni Imam Abu Hanifah dan imam syafi`i. Yang mana kedua imam mazhab tersebut memiliki metode dan pendekatan yang berbeda dalam permasalahan wali mujbir. Berdasakan latar belakang di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian mendalam tentang pembahasan “komparasi wali mujbir dalam Madzhab Syafi`i dan Madzhab Hanafi”.
[bookmark: _Toc34825287][bookmark: _Toc55121317]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pendapat dan istanbath Imam Syafi`i dan Imam Abu Hanifah . Terhadap wali mujbir.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan wali mujbir antara Madzhab  Syafi`i dan Madzhab  hanafi.
[bookmark: _Toc34825288][bookmark: _Toc55121318]Tujuan Kajian
Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:
1. Untuk memaparkan dan mendiskripsikan pemikiran, pandangan dan istanbath Madzhab Syafi`i dan Madzhab hanafi terhadap wali mujbir? 
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam Madzhab Syafi`i dan Madzhab hanafi.
[bookmark: _Toc34825289][bookmark: _Toc55121319]Manfaat Kajian.
1. Secara teoritis, Penelitian ini memberikan konstribusi terhadap Prodi Perbandingan Madzab untuk menambah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih luas, kritisdan representatif.
2. Dilihat dari segi praktis, penelitian ini memberikan sumbangsih kepada pihak-pihak terkait terutama yang terlibat dalam komparasi wali mujbir dalam Madzhab Syafi`i dan Madzhab Hanafi.
[bookmark: _Toc34825290][bookmark: _Toc54756596][bookmark: _Toc34825293][bookmark: _Toc55121321]Landasan Teori dan Telaah Pustaka
Penulis mencari landasan permasalahan dari berbagai bahan, baik dari sumber primer atau sekunder. Tujuan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan pembahasan. penulis mengkaji beberapa literatur terkait dengan pembahasan dan “komparasi wali mujbir dalam Madzhab Syafi`i dan Madzhab Hanafi”. Diantara buku yang membahas tentang perjodohan adalah buku yang berjudul Fikih Empat Madzhab, buku tersebut menjelaskan bahwa Wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan jika mengalami kegilaan dan wanita dewasa berakal dan baligh jika dia perawan hakiki (yang sebenarnya) atau dinyatakan sebagai perawan secara hukum. Dengan demikian, wali muibir berhak menikahkan mereka tanpa meminta izin dan ridha, dengan syarat-syarat tertentu.[footnoteRef:10] Studi analisis terhadap pendapat, KH. Ma. Sahal Mahfud tentang wali mujbir, ditulis oleh Imamul Muttaqin, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis menggunakan teknik dokumenter dengan memakai metode deskriptif dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Menurut KH. MA. Sahal Mahfudh terkait dengan wali mujbir ini, bahwa anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya serta orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. [10: 	 Syaikh abdurrohman al juzairi, penerjemah: saleh faisal, Buku Fiqih Empat Madzhab, jakarta: pustaka alkautsar, 2015 jilid 5 hal 63] 

Metode Kajian
1. [bookmark: _Toc34825294][bookmark: _Toc55121322]Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dengan model penelitian hukum deskriptif analisis[footnoteRef:11], atau Pendekatan komparatif, yaitu penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek yang lain. [11:  Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14.] 

[bookmark: _Toc34825295]. Penulis akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, makalah, skripsi terdahulu dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.
[bookmark: _Toc55121323]Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan dua  sumber bahan penelitian dalam spesifikasi penelitian hukum, yaitu: sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar utama dalam setiap pembahasan masalah yaitu :
1) Ayat al-Quran dan Hadits Nabi yang terkait
2) Kitab al um imam syafii
3) Kitab Tabyin Al-Haqa’iq madzhab hanafi 
4) Syaikh abdurrohman al juzairi, penerjemah: saleh faisal, Buku Fiqih Empat Madzhab, jakarta: pustaka alkautsar, 2015
5) Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989.
b. Sumber Data Sekunder
Melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari sumber hukum primer, dalam hal ini adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran yang mendukung sumber data primer untuk memperoleh pengertian dan pemahaman utuh. Diantaranya karya tulis, hasil penelitian para pakar artikel-artikel serta jurnal-jurnal yang dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik, yaitu Mujahiddin Nur, wali mujbir (studi perbandingan antara mazhab hanafi dan mazhab syafi’i, UIN syarif hidatullah jakarta : tp 2019 m / 1440 h
[bookmark: _Toc34825296][bookmark: _Toc55121324]Teknik Pengumpulan Data
Untuk menunjang penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa tekhnik pengumpulan data valid yaitu metode dokumentasi dimana metode nantinya digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, skripsi, jurnal akademik, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan komparasi wali mujbir dalam Madzhab Syafi`i dan Madzhab Hanafi
[bookmark: _Toc34825297][bookmark: _Toc55121325]Analisis Data
Sebagai tindak lanjut dalam metode pengumpulan data, maka untuk menuju sempurnanya penelitian ini. penulis menggunakan metode  Analisis isi (content analysis) yang digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik jurnal, artikel, surat kabar maupun semua bahan-bahan dokumentasi lainnya. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki. Metode ini penulis gunakan pada Bab II, yaitu kajian pustaka.
[bookmark: _Toc34825298][bookmark: _Toc55121326]Sistematika Pembahasan
Skripsi ini memiliki sistematika pembahasan untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas dalam penulisan, skripsi ini penulis membagi tiga bab. Dalam tiap - tiap bab dibagi kedalam sub bab sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian,
manfaat kajian, landasan teori atau telaah pustaka, metode kajian, dan sistematika pembahasan.
Bab II kajian pustaka, pengertian wali mujbir, biografi imam syafi`i, biografi imam abu hanifah, paparan data dan analiis data, pendapat dan istanbath Imam Syafi`i dan Imam Abu Hanifah terhadap otoritas wali mujbir, persamaan dan perbedaan wali mujbir antara Imam Syafi`i dan Imam Abu Hanifah, kecendrungan penulis terhadap pendapat Madzhab  Syafi`i dan Madzhab Hanafi.
Bab III Penutup: Kesimpulan dan saran.
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[bookmark: _Toc55121327]BAB II
 KAJIAN PUSTAKA 

1. [bookmark: _Toc55121328]Pengertian Wali Mujbir
Mengenai otoritas wali mujbir masih banyak perbincangan dalam hukum Islam, sebab ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Selain itu dalam sisi lain ijbar yang dilakukan seorang wali mujbir bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yaitu adalah tidak adanya unsur paksaan, Dalam kata lain wali mujbir adalah orang yang memiliki hak ijbar, dan Arti Hak Ijbar itu sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menungggu persetujuan yang dikawinkan   atau bisa dikatakan hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan diperbolehkan memaksa anaknya dengan calon pasangan pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.[footnoteRef:12]  [12:  Moch. Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan, (Yogyakarta: Darussalam 2004), hlm. 77.] 

Dari pengertian tersebut difahami bahwa hak ijbar wali mengandung unsur pemaksaan terhadap orang yang berada di bawah kekuasannya. Secara etismologi kata ijbar berasal dari ajbara-yujbiru yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu.[footnoteRef:13] Sedangkan ijbar secara terminologis adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak mengawinkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya.[footnoteRef:14]  [13:  Lous Ma`luf, al-Munjid Fi al-Lugot wa al-a`lam, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1968), hlm78]  [14:  Al-Imam Al- Nawawi, Majmu‟ Sharh al –Muhadhhab, Jilid XVI, (Kairo: Dar al-Hadis, 2010), hlm. 409] 

Pengertian wali mujbir Menurut madzhab Syafi`i adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Sedangkan Wali mujbir menurut mazhab Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.[footnoteRef:15] [15:  Fakhru Al- Din  Usman Bin Ali, Tabyinu al-Haqoiq, Juz II, (Beirut –Lebanon : Dar AlKutub Al- Ilmiah, tt), hlm. 493.] 

Syekh Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan pendapat Hanafiyah mengenai wali mujbir sebagai berikut:
الحنفية - قالوا : لا ولي إلا المجبر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي أو لم يرضى.........

Artinya: Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa: “tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak.”

Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, sebab wanita dewasa yang baligh dan berakal ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Dalam kitab yang berbeda Wali mujbir menurut mazhab Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.[footnoteRef:16]  [16:  Fakhru Al- Din Usman Bin Ali, Tabyinu al-Haqoiq, Juz II, (Beirut –Lebanon : Dar AlKutub Al- Ilmiah, tt), hlm. 493.] 

Dari sini bisa kita garis bawahi bahwa Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut.[footnoteRef:17] Adapun ijbar disini merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, yang dikenal dalam fiqih Islam sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Menurut Imam Syafi`i orang yang memiliki hak ijbar adalah ayah atau kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ijbar ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. [17:  Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, Syarah Fathul Qadir, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm.246] 

Sedangkan wacana yang berkembang sampai saat ini di masyarakat, wali mujbir ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah kawin paksa. Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, kawin paksa bukanlah tujuan dari adanya hak ijbar, dimana sifat paksa konotasinya lebih kepada kata ikrah. Makna ikrah sendiri yaitu suatu paksaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, dan dia sendiri tidak mampu untuk melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas ikrah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ikrah dapat dinyatakan batal demi hukum.
Kedua konsep tersebut sangatlah berbeda. Ikrah merupakan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan ancaman, hal ini dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak kemanusiaan. Sedangkan ijbar adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.
[bookmark: _Toc55121329]Biografi Imam Syafi`i
Nama Imam Syafi`i adalah Abdillah Muh’ammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi`i bin As-Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthallib bin Abdul Manaf,[footnoteRef:18] Beliau dilahirkan pada tahun 150 H (767 M) di kota Gaza  Palestina, bertepatan dengan wafatnya imam abu hanifah.[footnoteRef:19] Ayahnya bernama Idris, dan ibunya bernama Fatimah binti Abdillah al-Mahdh. Beliau masih merupakan keturunan bangsawan Quraisy dan saudara jauh Rasulullah yang bertemu pada Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah), dan dari ibunya Fatimah merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a [18: Abdul Manaf adalah moyang dari Nabi Muhammad Saw. Yang memiliki empat putra yakni hasyim yang darinya terlahir Nabi Saw. Kemudian muthallib yang melahirkan Imam Syafi`i, lalu Naufal yang merupakan kakek dari Jabir bin Muth`im, dan terahir adalah Abd Syams yang menjadi kakek moyang dari bani umayyah]  [19: Yanuar Arifin, mengungkap cara belajar para imam madzhab, (DIVA press, cet1, yogyakarta,2015), hal, 115] 

Ketika Imam Syafi`i masih dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina demi memperjuangkan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yang dalam kondisi memprihatinkan dan serba kekurangan.[footnoteRef:20] [20:  A. Djazuli,  Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 9, 2013) hlm. 129] 

Pada usia 2 tahun, Imam Syafi`i bersama ibunya kembali ke Makkah. Setidaknya ada sejumlah alasan yang menjadi latar belakang sang Ibu untuk memilih kembali ke Makkah. Pertama, disana masih banyak keluarga besar dari pihaknya sendiri dan keluarga dari pihak suaminya sehingga Muhammad bin Idris kecil dapat merasakan kehangatan kasih sayang dari keluarga besarnya. Kedua, yakni menjadi tujuan utama sang Ibu yaitu kota suci Makkah merupakan pusat pengetahuan dan kemuliaan pada masanya, dimana Masjidil Haram dipenuhi ahli-ahli hukum Islam, ahli-ahli qira`ah, ahli Hadits, dan ahli tafsir. Ketiga, di sekeliling kota Makkah masih banyak terdapat pedesaan dimana tata krama dan kesopanan masih terjaga dengan baik, yang amat berguna bagi terasahnya kepekaan sosial, kecerdasan, moral, dan mental. Beberapa hal tadi yang menjadi pertimbangan sang Ibu untuk meninggalkan Palestina dan kembali ke Makkah.[footnoteRef:21]	 [21: Muchlis M Hanafi  dkk, Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi, (Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013) hlm. 129] 

Sejak kecil, Imam Syafi`i memang mempunyai bakat intelektual yang luar biasa. Konon ia sudah menghafalkan al-qur`an di usia yang sangat balia, yaitu 7 tahun. Almuzanni meriwayatkan dari Syafi`i katanya, “aku telah menghafalkan al-qur`an saat berumur tujuh tahun dan berhasl menghafal Al-Muwatto` saat berusia sepuluh tahun”.[footnoteRef:22] [22: Dr.Tariq Suwaidan, biografi Imam Syafi`i: kisah  perjalanan dan pelajaran hidup sang mujtahid, (jakarta: zaman,2015.) hlm. 15] 

Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah. Namun demikian Imam Syafi`i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, beliau merasa semakin banyak yang belum mengerti, sehingga tidak heran jika jumlah gurunya sangat banyak sebagaimana jumlah muridnya.[footnoteRef:23] [23:  Muchlis M Hanafi  dkk, Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi, (Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013)  hlm. 21] 

Imam Syafi`i belajar kepada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga beliau terkenal dalam bidang fiqih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang tersebut. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan kepada Imam Syafi`i untuk menjadi seorang Mufti di Makkah. Akan tetapi, sekalipun beliau telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu, beliau terus mencari dan menjaga ilmu yang dimilikinya.[footnoteRef:24] [24:  Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 28] 

Imam Syafi`i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum`at tanggal 30 Rajab 204H, setelah menyebarkan dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir samapai detik ini masih diziarahi orang. Imam Syafi`i wafat pada usia 54 tahun dengan menghasilkan kurang lebih 113 buah kitab yang merambah banyak disiplin ilmu, diantaranya mengenai fiqh, tafsir, sastra (adab), sejarah, dan ushul fiqh.

1. [bookmark: _Toc55121330]Metode Istanbath Wali Mujbir
Imam Syafi`i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sitematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra`yu) secara proporsioal.[footnoteRef:25] Adapun metode istinbat atau metode ushul fiqh yang digunakan Imam Syafi`i dalam menetapkan suatu hukum ialah AlQur`an, hadis, ijma’, dan qiyas.[footnoteRef:26] Yang akan dijelaskan sebagai berikut: [25:  Abuddin Nata, Masail al-Fiqhiyah, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet.4, 2014), hlm.36]  [26:  Muhammad bin Idris As-Syafi`i, al-Risalah, (Beirut: Dar al-Kutb alIlmiah, t.t), hlm. 30] 

a. Al-Qur`an
Kehujjahan Al-Qur’an pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat diantara ulama dan kaum muslim. Al-Qur’an merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama. Imam Asy-Syafi’i mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah sumber hukum yang paling tinggi dan kuat, serta mengandung kewajiban untuk mentaati hukumhukum dalam Al-Qur’an dan menjauhi larangan yang ada di dalam alQur’an.[footnoteRef:27] [27:  Miftahul Arifin, Ushul Fiqh, (Surabaya: Citra Media, 1997), hal,81.] 

b. Hadis
Imam Syafi`i al-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur`an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan Al-Qur`an yang mujmal, mutlaq, dan amm.[footnoteRef:28] [28:  Muhammad bin Idris al-Syafi`i, al-Risalah, (Beirut: Dar al-Kutb alIlmiah, t.t), hlm.190] 



c. Ijma`
Ijma` menurut Imam Syafi`i ialah “tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan.” Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.[footnoteRef:29] [29:  Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, hlm. 91] 

d. Qiyas
Muhmmad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulamak yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasarnya) adalah imam syafi`i.[footnoteRef:30] Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi`i adalah: [30:  Abu Zahrah , al-Syafi`i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara‟uhu wa Fiqhuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997, hlm. 298 dikutip dari www.googleweblight.com] 

a. Orang yang mengambil qiyas harus mengetahui bahasa arab.
b. Mengetahui hukum Al-Qur`an, faraid, uslub, nasikh mansukh, amm khas, dan petunjuk dilalah nas.
c. Mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma` dan ikhtilaf dikalangan ulama`.
d. Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.[footnoteRef:31] [31:  Muhammad bin Idris al-Syafi`i, al-Risalah, , (Beirut: Dar al-Kutb alIlmiah, t.t), hlm. 510-511] 

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa metode istinbat menurut Imam Syafi`i adalah mengemukakan kaidah-kaidah dasar dengan menunjukkan bukti-bukti dari nash, kemudian menganalisis secara cermat dan sempurna dengan melihat adanya keterkaitan antara kaidah-kaidah dan bukti-bukti yang telah disebutkan. Hasil analisis tersebut merupakan bukti ketetapan yang telah dijadikan kaidah[footnoteRef:32] [32:  Abd. Wahhab Khallaf, Ilm al-Ushul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qalam 1987), hlm. 15] 

Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi`i tentang pendapat beliau mengenai wali mujbir, menggunakan Alqur`an sebagai sumber utama. Sekalipun Alqur`an tidak menjeleskan secara tekstual mengenai wali mujbir, namun secara kontekstual terdapat ayat mengindikasikan adanya wali mujbir, yaitu pada ayat AlQur`an surat an-Nisa` ayat 6
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشد

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)[footnoteRef:33] [33:  Alqur‟an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010] 


Menurut Imam Syafi`i Ayat diatas menjelaskan bahwa urusan anak yatim atau anak yang berada dibawah perwalian dan masih dibawah umur berada pada seorang wali. Kategori dedewasaan tersebut ialah setelah usia anak itu mencapai usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, atau ketika mereka sudah mimpi basah sebagai tanda aqil baligh bagi anak laki-laki, dan bagi anak gadis saat telah mengalami menstruasi. Hal ini sesuai dengan hadis yang meriwayatkan pernikahan sayyidina Aisyah dengan Rasulullah SAW yaitu ketika Aisyah berusia 6 tahun, maka yang menikahkan beliau adalah ayahnya yaitu sahabat Abu Bakr as-Shiddiq, karena ayah lebih berhak daripada gadis dalam pernikahannya. 
Dalam istibat Imam Syafi`i menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat ibnu abbas sebagai acuan dalam istanbathnya sekalipun hadis yang digunakan sama, namun menghasilkan interpretsi yang berbeda antara pendapat Imam Abu Hanafi dan Imam Syafi`i tentang wali mujbir sebagai berikut :
الايام احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صمتها[footnoteRef:34] [34: As-Syafi`i, Al-Umm, (Beirut: DarAl-Fikr, cet. 1, 2009) hlm. 19] 


Artinya: “Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Dan seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya.

Hadis diatas menunjukkan perbedaan antara janda dan perawan untuk dimintai persetujuan dalam menikah. Bagi seorang gadis tanda persetujuaannya adalah cukup dengan diam, sedangkan janda lebih berhak atas dirinya, artinya seorang wali tidak berhak menikah tanpa ada persetujuan dengan lafaz yang sarih dari janda tersebut. Imam Syafi`i memaknai lafadz Al-Ayyim diatas adalah janda.[footnoteRef:35] Sehingga, hanya seorang janda yang berhak atas dirinya, atau seorang wali tidak berhak untuk memaksanya (janda) menikah. Hal ini menunjukkan perawan berhak untuk dinikahkan oleh ayahnya dengan tanpa izinnya. Dalam riwayat lain Nabi Muh’amm ad SAW berabda tentang gadis perawan [35:  Al Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj, terj. Suharlan dan Darwis, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h., 891 ] 

عن إبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر, وإذنها سكوتها ) رواه مسلم وفي لفظ (ليس للولي منع الشيب أمر, والبيتيمة تستأمر). ر. أبو داود والناسائي وصححه إبن حبان.

Artinya: Dari Ibn Abbas, Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri (mengurus) dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan dimintai izinnya. Tetapi izinnya itu adalah diamnya.[footnoteRef:36] [36:  Ahmad bin Syu’aib bin Ali an-Nasaa’i, Kutubus Sittah, Sunan An-Nasaa’i, (Beirut: Afkar AdDauliyyah,tt), No. Hadits,3208.] 


Adapun lafadzإذنها سكوتها  dan وإذنها صمتها berlaku secara umum kepada setiap gadis perawan ketika dimintai persetujuan dalam pernikahan. karena tabiat dari seorang gadis adalah pemalu, maka persetujuan gadis perawan adalah cukup dengan diamnya. sebab tanda diam sudah memberikan petunjuk bahwa ia tidak keberatan untuk dinikahkan. Berbeda dengan janda yang tanda persetujuannya adalah dengan ucapan secara jelas. Hal ini disebabkan sifat malu darinya (janda) sudah hilang karena sudah pernah melakukan hubungan suami istri.
[bookmark: _Toc55121331]Pendapat Madzhab Syafi`i Terhadap Otoritas Wali Mujbir
Konsep perwalian menurut fikih Imam Shafi`i pada dasarnya ada dua macam, yakni: wali mujbir dan wali ikhtiyar.
Pertama wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak penuh
untuk memaksa anak perempuanya menikah dengan pilihannya. Yang kedua Wali ikhtiyar adalah seorang yang tidak mempunyai hak penuh untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihannya, wali ikhtiyar tidak boleh mengawinkan anak perempuannya tanpa seizin perempuan tersebut. Izin ini tidak cukup dengan diamnya perempuan, tetapi harus ada jawaban yang jelas. Sedangkan yang berhak menjadi wali adalah seorang laki-laki yang berasal dari garis keturunan laki-laki[footnoteRef:37] [37:  Syaiful Hidayat,  Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab, Volume 2 No. 1 Pebruari Tahun 2016  hal 121] 

Menurut Imam Shafi`i mengenai hak ijbar wali adalah dibenarkan dan diperbolehkan tetapi boleh bagi janda untuk menikahkan dirinya sendiri, artinya tidak ada hak ijbar wali untuk janda akan tetapi lebih baiknya menggunakan wali.[footnoteRef:38] [38:  Wahbah al-Zuhaili, al fiqhu al Islami wa adillatuha, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 193] 

Pendapat Imam Syafi`i diatas berdasarkan hadis tentang kisah Khansa binti Khudzam. Kisah Khansa yang dijodohkan dengan laki laki pilihan ayahnya dan ia (Khansa) tidak menyukainya, kemudian ia (Khansa) melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muh’amm ad SAW Rasulullah memberikan pilihan kepada Khansa untuk membatalkan pernikahan tersebut atau melanjutkannya. Menurut Imam Syafi`i dari riwayat hadits tersebut, secara kontekstual Rasul S,A,W memberikan nasihat agar ia (Khansa) menerima pernikahan tersebut, karena seorang ayah lebih berkuasa, dalam artian lebih mengetahui kemaslahatan dan pertimbangan terbaik bagi putrinya.
 Dalam kitabnya Al-Umm Imam Syafi`i menjelaskan tentang wali mujbir, bahwa seorang wali yang dapat menikahkan anak gadisnya tanpa melalui izinnya. Adapun pendapat beliau tersebut, sebagai berikut:
قال الشافعي: فأي ولي إمرأة ثيب او بكر زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل, إلا الابأ في الأبكار, والسادة في المماليك, لان النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح حنساء إبنة خدم حين زوجها ابوها كارهة, ولم يقل إلا أن تساني أن تبري أباك فتجيزي إنكاحه, ولو كانت إجازته إنكاحها تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها, ولايرد بقوته عليها.[footnoteRef:39] [39:  As-Syafi`i, Al-Umm, (Beirut: DarAl-Fikr, juz 5, cet. 1, 2009), hlm. 19] 


Artinya: Imam Syafi`i berkata: Siapa saja yang menjadi wali bagi seorang wanita (janda atau perawan), lalu ia menikahkan wanita itu tanpa izin si wanita, maka pernikahan dianggap batal, kecuali seorang bapak yang menikahkan anak perawannya dan majikan yang menikahkan wanita miliknya, karena Nabi SAW menolak pernikahan Khansa putri Khudzam ketika dinikahkan oleh bapaknya secara paksa. Nabi tidak memberikan reaksi lain selain mengatakatakan, “Apabila engkau mau berbakti kepada bapakmu dengan merestui pernikahan yang dilakukannya.”Apabila restu dari beliau atas pernikahan itu sebagai pembolehan darinya, maka lebih tepat dikatakan bahwa beliau memerintahkan Al Khansa untuk merestui pernikahan yang diselenggarakan oleh bapaknya dan tidak menolaknya, karena besarnya kekuasaan bapak terhadapnya.[footnoteRef:40] [40:  As-Syafi`i, Al-Umm, terj. Rosadi Imron, dkk. (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h., 443] 


Qaul Imam Syafi`i tersebut menunjukkan pemahaman bahwa seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih perawan dengan tanpa persetujuan ataupun izin dari seorang anak. Seperti pendapat beliau “semua wanita baik gadis maupun janda yang dinikahkan walinya tanpa izin, maka pernikahannya batal, kecuali ayah kandung yang mengawinkan anak gadisnya.” Jadi, hak menikahkan dengan paksa atau dengan istilah lain hak ijbar itu tidak berlaku bagi semua wali nikah, melainkan hanya diberlakukan pada ayah semata.
Menurut Mazhab Syafi`i bahwa yang menjadi obyek otoritas wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (al-bikr), baik itu sudah baligh atau belum baligh, karena menurut Mazhab Syafi`i yang menjadi illat (alasan) hukum terkait berlakunya hak ijbar yang dimiliki wali mujbir adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (albikr), tendensi hukum yang dipakai oleh Mazhab Syafi`i adalah hadis berikut ini:
عن إبن عباس أن النبي صالله عليه وسلم قال الايام احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها
Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda: ”janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, perawan di mintai persetujuan dan persetujuannya adalah diam‛ (HR. Abi Dawud).[footnoteRef:41] [41:  As-Syafi`i, Al-Umm, As-Syafi`i, Al-Umm, (Beirut: DarAl-Fikr, cet. 1, 2009), hlm., 21] 


hadis ini menjelaskan bahwa seorang janda memiliki hak dan lebih berhak untuk menikahkan dirinya dari pada walinya, oleh karna itu mafhum mukholafahnya (pemahaman kebalikan)jika seorang perempuan masih dalam keadaan perawan (Al-bikr), maka wali (ayah atau kakek) memiliki otoritas ijbar atau hak penuh terhadap anak gadis dalam  perwaliannya. 
Alasan lain yang menunjukkan kekuasan seorang ayah untuk menikahkan anak gadisnya adalah pada hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: نكحنى النبي  صلى الله عليه وسلم وانا إبنة ست او سبع وبنى بي وانا إبن تسع[footnoteRef:42]  [42:  As-Syafi`i, Al-Umm, As-Syafi`i, Al-Umm, (Beirut: DarAl-Fikr, cet. 1, 2009), hlm. 19] 


Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, “Nabi SAW menikahiku, sedang aku berusia enam tahun atau tujuh tahun, dan beliau mulai berkumpul denganku ketika aku berusia sembilan tahun[footnoteRef:43] [43:  As-Syafi`i, Al-Umm, terj. Rosadi Imron, dkk., hlm. 433] 


Hadits diatas menunjukkan bahwa dengan usia Aisyah yang masih sangat kecil yaitu pada usia 6 atau 7 tahun, maka yang melakukan pernikahan tersebut adalah ayahnya (Abu Bakr), karena seorang ayah lebih berhak daripada seorang wanita perawan. 
Pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad diatas dilakukan oleh Abu Bakar sebagai walinya dari Aisyah, mengenai hadits ini Imam Shafi`i menjelaskan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya (yang belum baligh) dari pada anak gadisnya. Oleh karena itu, wali boleh menikahkan putrinya meskipun tanpa izin dari anaknya hal seperti inilah wali mempunyai hak ijbar untuk menikahkannya dengan colan pilihan walinya.[footnoteRef:44] Pada umur tersebut seorang belum bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya, sehingga segala tindakan tidak hanya perkawinan saja, mutlak diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan adanya seperti ini wali mempunyai hak ijbar sebagai seorang wali terhadap anaknya [44:  Zaenul Mahmudi, Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi‟i, (Malang: Malang Press, 2009 ), 114] 

Masih pendapat Imam Syafi`i bahwa tidak ada hak bagi seorang pun selain bapak untuk menikahkan perawan atau janda yang masih kecil kecuali dengan restu darinya, dan tidak boleh menikahkan mereka hingga baligh lalu dimintakan izin darinya. Apabila seseorang selain bapak menikahkan perempuan yang masih kecil, maka nikah itu dinyatakan batal. Pasangan suami istri itu tidak saling mewarisi dan tidak pula berlaku padanya talak (cerai), hukumnya sama seperti hukum nikah yang rusak semua sisinya, dimana pernikahan ini tidak berkonsekuensi adanya talak dan warisan.[footnoteRef:45] [45:  As-Syafi`i, Al-Umm, terj. Rosadi Imron, dkk, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009)  hlm.444] 

Adapun sabda Nabi Muhammad SAW tentang  ولاتنكح البكر حتى تستأمر (“Dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan”). Dijelaskan dalam kitab syarhu an-nawawi ala al-muslim yang mengutip pendapat imam Syafi`i sebagai berikut:
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِكْر : ( وَلَا تُنْكَح الْبِكْر حَتَّى تُسْتَأْمَر " ) فَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَابْن أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَغَيْرهمْ : الِاسْتِئْذَان فِي الْبِكْر مَأْمُور بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيّ أَبًا أَوْ جَدًّا كَانَ الِاسْتِئْذَان مَنْدُوبًا إِلَيْهِ ، وَلَوْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ اِسْتِئْذَانهَا صَحَّ لِكَمَالِ شَفَقَته ، وَإِنْ كَانَ غَيْرهمَا مِنْ الْأَوْلِيَاء وَجَبَ الِاسْتِئْذَان وَلَمْ يَصِحّ قَبْله .[footnoteRef:46] [46:  Syarh Al Nawawi Ala Al-muslim, juz 5, (Maktabah As- syamilah), hlm. 123] 


Para ulama berbeda pendapat pada makna hadits ini. Imam, Syafi`i, Ibnu Abi Laila, Ahmad, Ishaq dan lainnya berpendapat bahwa meminta persetujuan gadis itu disunnahkan apabila walinya adalah ayah dan kakeknya sendiri, maka sekalipun jika dinikahkan tanpa meminta izinnya nikahnya tetap sah, hal itu sebagai wujud kesempurnaan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya. Jika walinya bukan dari ayah atau kakek, maka wajib hukumnya untuk meminta izin atau persetujuannya untuk menikah dan tidak sah jika pernikahan dilangsungkan sebelum meminta persetujuan darinya.[footnoteRef:47]  [47:  Al Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj, terj. Suharlan dan Darwis, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013) hlm. 892] 

Wahbah Az-zuhaili menjelaskan pendapat imam Syafi`i dalam kitabnya Fiqih al-Islam wa Adillatuhu sebagai berikut:
واستثنى الشافعية الثيب الصغيرة، فلا إجبار عليها لأن علة ثبوت ولاية الإجبار عندهم هي البكارة فقط.[footnoteRef:48] [48:  Wahbah zuhaili, Fiqih al-Islam wa Adillatuhu, juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 196] 

Artinya: As-syafi`iyah mengecualikan seorang janda soghiroh (kecil), baginya tidak ada ijbar karna illat penetapan hak ijbar menurut As-Syafi`i hanya berada pada bikr (perawan) saja.

Kutipan diatas menunjukkan bahwa illat hukum menurut madzhab Syafi`i bukanlah janda, baik baligh, soghir, akil atau junun, melainkan adalah albikr (perawan) saja, 
Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak
ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam
perkawinan, Imam Shafi`i berpendapat sebagai berituk: 
a. Anak Kecil Imam Shafi`i mengkhususkan perwalian ini hanya tertuju anak perempuan kecil yang masih perawan, tidak kepada semua anak kecil yang sudah janda. Dan Imam Shafii mengatakan perkawinan anak kecil laki-laki dan perempuan hanya diwakilkan kepada ayah dan kakek. Dan boleh menikahkan anak dibawah umur dalam konsep hak ijbar wali ini[footnoteRef:49]. [49:  Syafiq Hasyim, Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hlm 155.] 

b. Orang Gila Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama madhhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti.
c. Orang safih atau Idiot Imam Shafi`i berpendapat untuk orang yang safih atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya, artinya wali mempunyai hak penuh untuk menikahkan anaknya dan tidak sah,apabila tidak ada izin dari walinya.
d. Wanita yang baligh dan berakal sehat Imam Shafi`i berpendat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi apabila janda maka hak mengawinkannya ada pada kedunya, artinya wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa ada persetujuannya. Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa ada restu dari wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan.[footnoteRef:50] [50:  Syaiful Hidayat,  Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab, (Volume 2 No. 1 Pebruari Tahun 2016), hlm. 121] 

[bookmark: _Toc55121332]Tartibul Wali Mujbir 
Menurut mazhab Syafi`i yang berhak menjadi wali mujbir adalah hanya bapak dan kakek apabila tidak ada bapak dan kakek. Maka selain dari mereka berdua tidak dapat menjadi wali mujbir, hal ini didasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut :
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتنكح اليتيمة حتى تستأمر (رواه ابوداود)

Artinya: “Umar Bin Khottob r.a. berkarta: Rasulullah saw bersabda: “jangan nikahkan anak yatim perempuan kecuali atas izinnya, sedangkan diam adalah indikasi kerelaannya”. (HR. Abi Dawud).[footnoteRef:51] [51:  As-Syafi`i, Al-Umm, (Beirut: DarAl-Fikr, cet. 1, 2009), hlm. 22 ] 


Hadis tersebut menjadi sandaran bagi Mazhab Syafi`i, bahwa yang menjadi wali mujbir adalah bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, hal ini didasarkan pada asbabul wurud dari Hadis tersebut. Yakni, pada saat itu Utsman Bin Mutghoun mengawinkan keponakan perempuannya, Keponakan Utsman Bin Mutghoun pada saat itu dalam keadaan yatim, kemudian ibu dari gadis tersebut datang pada Rasulullah saw dan mengadu atas perkawinan tersebut dan mengatakan bahwa anak perempuannya tidak suka dengan pilihan pamannya (Utsman Bin Mutghoun) akhirnya Rasulullah saw memerintahkan untuk memisahkan keduanya. 
Penjelasan terkait asbabul wurud dari Hadis di atas, dapat dipahami bahwa Mazhab Syafi`i ber pendapat selain bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali mujbir karena dari asbabul wurud Hadis tersebut, diterangkan bahwa posisi Utsman Bin Mutghoun adalah paman dari gadis yang dinikahkan, tetapi kemudian Nabi menyuruh ibunya untuk memisahkan keduanya, oleh karenanya dapat diambil kesimpulan bahwa paman tidak termasuk golongan wali mujbir . Oleh karenanya Mazhab Syafi`i berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali mujbir hanyalah bapak dan kakek.
Dalam urutan wali ini yang pertama adalah bapak dan berikutnya adalah kakek seperti yang dikutip oleh Abdurrahman Al Jaziri dalam kitabnya Al-fikhu Ala Al-madzahibu Al-arbah sebagai berikut:
الشافعية - قالوا : الولي المجبر هو الأب والجد وإن علا والسيد[footnoteRef:52] [52:  Abdurrahman Al Jaziri,  Al-fiqh  ala Madzahib al-arba`ah, jilid 4  (Lebanon: Dar alKutub al-Ilmiyah, cet. 4, 2010), hlm.  21] 


Artinya : “madzhab syafi`iyah berpendapat wali mujbir adalah ayah dan kakek”.
[bookmark: _Toc55121333]Syarat-syarat Wali Mujbir
Menurut Mazhab Syafi`i bahwa hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir yaitu mengawinkan seorang gadis yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa persetujuannya, tetapi tidak semerta-merta hak tersebut mutlak langsung bisa digunakan, melainkan Mazhab Syafi`i memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir sebelum haknya digunakan, syarat tersebut adalah sebagai berikut:[footnoteRef:53] [53:  Muhammad Shata al- Dimyati, Hashiyah i`anatu al-Talibin, Juz III, (Beirut Lebanon:Dar al-Kutub al-Ilmiah 2009), hlm. 568.] 

a. Antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas
b. Antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan
c. Calon suami harus sekufu dengan sigadis
d. Mampu membayar mahar
e. Maharnya berupa mahar mitshil
f. Maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut.
g. Mahar harus diserahkan secara langsung (hallan).
Wahbah az-Zuhaily menjelaskan dalam kitabnya AL-fikhu al-Islam wa adillatuhu tentang beberapa kriteria dari madzhab Syafi`i untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali ketika mengawinkan anak gadisnya tanpa izin, yaitu:
a. Tidak ada permusuhan yang jelas kelihatan antara ayah dengan anak perempuannya.
b. Dikawinkan dengan orang yang setara.
c. Dikawinkan dengan mahar mitsil.
d. Maharnya berupa uang negara tersebut.
e. Suami jangan sampai orang yang sulit untuk memberi mahar. Tidak dikawinkan dengan orang yang sulit untuk hidup dengannya, misalnya orang buta, dan orang yang telah tua renta.
f. Jangan sampai anak perempuan tersebut adalah orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Karena suaminya bisa saja melarangnya untuk melaksanakan ibadah haji, karena haji adalah ibadah yang dilakukan dalam jangka waktu lama.[footnoteRef:54] [54:  Wahbah Zuhaili, Fiqih al-Islami wa adillatuhu, terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk, Fiqih Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 174] 

Seorang wali mujbir jika mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria di atas, maka hak ijbar dari wali mujbir dapat diaplikasikan, yakni dapat mengawinkan si gadis tanpa persetujuannya, tetapi sebaliknya apabila seorang wali mujbir tidak mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si gadis dapat menolak dan jika diteruskan maka aqad-nya tidak sah. Tetapi jika wali ingin mengawinkannya maka harus meminta persetujuannya, bentuk persetujuannya jika ia janda harus jelas dan apabila gadis maka diam atau tersenyum merupakan indikasi bahwa si gadis tersebut sudah mau untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan wali. 
Karena pernikahan yang disebabkan oleh tekanan orangtua atau bukan karena kehendak sendiri dari calon pengantin yang bersangkutan tidak sah menurut mazhab Syafi`i bila tidak ada indikasi kehendak. Karena pernikahan merupakan ikatan hubungan sakral yang  akan di jalani suami istri hingga akhir hidup. Mazhab Syafi`i berpendapat bahwa perwalian untuk orang gila baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan juga statusnya janda atau masih gadis, serta belum baligh sudah baligh atau menurut mazhab Syafi`i perwaliannya tetap bersifat mujbir, hal ini bertujuan agar lebih maslahah. 
Dalaam hal Kafaah menurut mazhab Syafi`i seperti di kutip Assegaf,[footnoteRef:55] adalah persamaan dan kesempurnaan, persamaan ini terbagi kepada empat kriteria  [55:  Hasyim Assegaf, Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2000), h., 55] 

a. Nasab, Orang ajam hanya berhak menikah dengan orang ajam, orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang Quraisy. Mazhab Syafi`i memiliki persepsi yang sama dengan mazhab Hanafi tentang golongan tertinggi di masyarakat Arab.
b. Agama, Laki-laki harus sama dalam hal istiqamah dan kesucian. Lakilaki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang istiqamah kecuali telah bertaubat, sementara laki-laki pezina tidak kufu dengan perempuan yang suci meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat.
c. Kemerdekaan, Hanya berlaku pada pihak laki-laki dan tidak pada perempuan, karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajad.
d. Profesi, Laki-laki miskin yang pekerjaannya tergolong rendah tidak sekufu dengan perempuan yang kaya, namun laki-laki yang miskin dapat sekufu dengan perempuan yang kaya dengan syarat kerelaan orang tua.
[bookmark: _Toc55121334]Biografi Imam Abu Hanafi
Imam Abu Hanafi bernama asli Abu Hanifah al-Nu`man bin Tsabit, lahir di Irak pada tahun 80 H/699 M pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan.[footnoteRef:56] Beliau diberi julukan Abu Hanifah, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguhsungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena “Hanif” dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar.[footnoteRef:57]  [56:  Muchlis M Hanafi dkk., Biografi Lima Imam Madzhab-Imam Hanafi, (Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013), hlm.2]  [57:  Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab, cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 19] 

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa beliau terkenal dengan sebutan Abu Hanifah, bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, akan tetapi asal nama itu dari Abu alMillah al-Hanifah, diambil dari ayat “Fattabi’u Millata Ibrahima Hanifa”.[footnoteRef:58] [58:  Hadi Hussain M. Imam Abu Hanifah Life and Work, Institute of Islamic Culture, (Pakistan: Lahore, 1972). Hlm. 10 dikutip dari A. Djazuli, Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 9, 2013), h., 125   ] 

Imam Abu Hanafi bukan orang Arab, tetapi keturunan orang Persia yang menetap di Kufah. Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali. Kakeknya dan ayahnya didoakan oleh Imam Ali agar mendapatkan keturunan yang diberkahi Allah SWT. Pada waktu kecil beliau menghafal Al-Qurán seperti yang dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Ashim salah seorang Imam Qiro’ah Sab’ah. Keluarganya adalah keluarga pedagang, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila alNu‟man pun kemudian menjadi pedagang.[footnoteRef:59] [59:  A. Djazuli. Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi, Cetakan ke-VI. Jakarta: Prenada Media Group, 2006., h., 126] 

1. [bookmark: _Toc55121335]Metode Istanbath Wali Mujbir
Adapun metode istinbat yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum adalah Al-Qur`an, hadis / sunnah, ijma`, qiyas dan istihsan. Ahmad Djazuli menjelaskan metode istinbat atau metode ushul fiqih Imam Imam Abu Hanifah ada 7, yaitu[footnoteRef:60]: [60:  Wahbah az-Zuhaili, Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, 2008), hlm.44] 

a. Al-Qur`an al-Karim adalah sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur`an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.[footnoteRef:61]  [61:  A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 9, 2013),hlm. 62] 

Imam Abu Hanifah berprinsip bahwa Al-Qur`an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari`ah. Al-Qur`an memaparkan berbagai ketentuan syari`ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur`an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hokum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.[footnoteRef:62] [62:  Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999), hlm. 141-142] 

b.  Hadis / sunnah Sumber penetapan hukum setelah Al-Qur`an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur`an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya berkenaan dengan hukum syara`.[footnoteRef:63]  [63:  Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008), hlm. 49] 

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi mutawatir dan ahad. Mutawatir, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah ahad yaitu sunnah yang diriwayatkan olehbeberapa orang yang tidak mencapai adadul mutawatir.[footnoteRef:64]  [64:  Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008), hlm. 49] 

c. Ijma` adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, atas sesuatu hukum syara‟dalam suatu kasus tertentu.[footnoteRef:65] Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya Ijma’ada dua macam. Pertama adalah Ijma’ Sarih, yaitu ijma’ dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Yang kedua adalah Ijma’Sukuti, yaitu ijma’ yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.[footnoteRef:66] [65: A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 9, 2013),hlm. 73]  [66: A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 9, 2013),hlm.. 77] 

Ijma’ bentuk pertama Ijma’ Sarih merupakan hujah menurut jumhur ulama. Sedangakan ijma` yang kedua Ijma’ Sukuti hanya ulama-ulama Hanafiyah yang manganggapnya sebagai hujah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.[footnoteRef:67] Adapun dasar bahwa ijma` menjadi hujah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari Al-Qur‟an, sebagamaina firman Allah SWT  surat annisa` ayat 59: [67:  A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 9, 2013),hlm.. 77] 

يَا أيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. an-Nisa‟: 59).23 Dasar ijma‟sebagai sumber hokum Dasar ijma‟

Dan juga terdapat dalam hadis Nabi, antara lain:
لاتجتمع أمتي على الضلالة
Artinya: “umatku tidak sepakat untuk membuat kekeliruan.(HR. Ibnu Majah)
d. Qaul Sahabat Menurut jumhur ulama ushul, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammmad SAW dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu`minin, Ibnu Mas`ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al `Ash dan Zaid bin Jabal.[footnoteRef:68] Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikan, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah. Ulama Hanafiyah menggunakan qaul atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100: [68:  Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007)hlm.64] 

 وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
Artinya:“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah.”

Assabiqun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT.[footnoteRef:69] [69:  Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007), hlm. 65-66] 

e. Definisi qiyas menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur`an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash[footnoteRef:70] Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas apabila dalam Al-Qur`an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalanpersoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (furu`) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum furu`sama dengan hukum ashal.[footnoteRef:71] [70:  Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma‟shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet.12, 2008), hlm.336]  [71:  Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 5, 1999),, hlm. 143] 

f. Istihsan adalah bentuk masdar kata إستَحَسَن-يَستَحسن-استحساَنا artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.[footnoteRef:72] Adapun menurut istilah syara` sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, Istihsan ialah “Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.[footnoteRef:73] Dasar Imam Abu Hanifah menggunakan istih{san sebagai sumber hukum ialah  Al-Qur`an surat al-Zumar (39) ayat 18: [72:  Sapiudin Sidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011), hlm. 82]  [73:  Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Mesir: Maktabah al-Da‟wah alIslamiyyah, tt.), hlm. 79 dikutip oleh Sapiudin Sidiq, Ushul Fiqh, hlm. 82] 

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya:“Orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”

Menurut Imam Abu Hanifah ayat diatas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti istih{san berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu istih{san dapat dijadikan landasan hukum.[footnoteRef:74] dan menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh imam ahmad sebagai berikut : [74:  Sapiudin Sidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011), hlm. 85] 

ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: “Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik disisi Allah SWT. (HR. Ahmad)[footnoteRef:75] [75:  Sapiudin Sidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2011), hlm. 85] 


g. Urf yang berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.[footnoteRef:76] Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdil Karim Zaidan tentang urf sebagai berikut : [76:  Satria Effendi,M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005), hlm.153] 

ما ألفه المجتمع و اعتاده وسار عليه في حياته من قول أوفعل
	
Artinya:“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[footnoteRef:77] [77:  Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Muassasat alRisalah, 1985), dikutip oleh Satria Effendi,M. Zein, Ushul Fiqh, hlm. 153] 


Imam Abu Hanifah menggunakan urf sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A`raf ayat 199:
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”

Kata al-`urfi dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.[footnoteRef:78] [78:  Satria Effendi,M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, cet. 2, 2005),  hlm. 155-156] 

Perkawinan yang dilakukan oleh wanita dewasa tanpa persetujuan wali adalah sah karena wanita tersebut bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri. tentang metode istanbath hukum wali mujbir Imam Abu Hanafi menggunakan ayat Al-qur`an suroh Al-baqoroh 232:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.”[footnoteRef:79] [79:  Alqur‟an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), hlm. 37] 


Ayat tersebut merupakan dalalah larangan bagi para wali untuk menghalangi perkawinan seorang wanita dengan laki-laki pilihannya yang sekufu (setara), akan tetapi wali boleh keberatan jika laki-laki yang dipilihnya tidak sekufu.[footnoteRef:80] Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa keturunan dari garis perempuan atau keturunan dari garis ibu bisa menjadi wali. Kebolehan wali perempuan dalam pandangan Imam Abu Hanafi mengambil dari dalil al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 240: [80:  Kamaluddin Muhammad as-Sakandari, Syarah Fathul Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz. 3, 1995). hlm. 250] 

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meningal kan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya yaitu di beri nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka. Dan allah maha perkasa lagi maha bijaksan. (alBaqharah:240).[footnoteRef:81] [81:  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, RI Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 49.] 


Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Ayat di atas meberikan penjelaskan bahwa perkawinan tidak harus menggunakan wali. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengenutnya berpendapat bahwa aqad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak.67 Kemudian pada surat al-Baqarah: 230:
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”51 (QS. AlBaqarah:230)

Ketiga ayat di atas tersebut menunjukkan bahwa pernikahan merupakan hak kedua mempelai, dan seorang wanita di perbolehkan menikahkan dirinya dengan tanpa wali. Dan seorang wali tidak di perkenankan meghalangi pernikahan tersebut saat kedua mempelai telah sepakat melangsungkan pernikahan.
Imam Abu Hanifah menggunakan hadits Nabi yang sangat populer, yaitu pada hadits:
1795- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا[footnoteRef:82] [82:  Sunan abi dawud, maktabah syamilah, juz 5 hlm. 494] 


Artinya: " Dari Abbas ra, ia berkata : Nabi SAW bersabda: "seorang Perempuan dewasa lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya”.

حدثنا ( معاذ بن فضالة ) حدثنا ( هشام ) عن ( يحيى ) الله عن ( أبي سلمة ) أن (أبا هريرة) حدثهم أن النبي قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: tidak boleh dikawinnkan seorang janda melainkan dengan sudah diajak rembuk, dan seorang perawan tidak boleh dikawinkan sebelum dimintai izinnya. Mereka bertanya: ya Rasulullah, bagaimana izinnya itu?, beliau bersabda :, diamnya[footnoteRef:83] [83:  Hadist Shahih Diriwayatkan Oleh al-Bukhari No. 5135 dan Muslim No. 1419 , dikutip: Syaikh Ibn Baz, Islamic Fatawa Regerding Women, Cet.II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 169.] 


Menurut Imam Abu Hanifah, lafaz al-Ayyim diatas bermakna seorang perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan maupun janda. Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad pernikahannya.[footnoteRef:84] Kemudian pada lafadz al-Bikr, Imam Abu Hanafi memaknai secara majazi yaitu wanita yang masih kecil. Lafadz al-Bikr secara haqiqi bermakna perawan. Perawan atau gadis adalah perempuan yang belum mempunyai suami dan belum pernah melakukan persetubuhan.[footnoteRef:85] [84:  Wahbah Zuhaili, Fiqih al-Islam...., terj. Abdul Hayyie...., hlm. 184-185]  [85:  ttps://id.wikipedia.org/wiki/Perawan  diunduhpada hari 10 oktober 2020 pukul 10:13] 

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa lafadz Al-Ayyim diatas, menurut Imam Abu Hanifah bermakna seorang perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan maupun janda. Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya.[footnoteRef:86] [86:  Wahbah Zuhaili, Fiqih al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 184-185] 

Imam Abu Hanafi berhujjah dengan menggunakan `urf yaitu kebiasaan yang berlaku dikota kufah pada saat itu adat kebiasan perempuan di Kufah pada kisaran usia 18-22 tahun merupakan takaran umur yang telah dewasa untuk melakukan pernikahan dan sudah dapat menentukan pasangan hidup yang cocok untuk dirinya sendiri. Imam Abu Hanifah berhujjah dengan menggunakan qiyas (analogi), yaitu mengqiyaskan nikah dengan jual beli yang tidak membutuhkan keberadaan seorang wali, dan mengatakan bahwa hadits yang mensyaratkan wali tersebut diperuntukkan bagi budak perempuan dan gadis yang masih kecil. Jadi keumuman hadits dikhususkan dengan qiyas. Mengkhususkan dalil umum dengan qiyas hukumnya boleh menurut jumhur ulama ushul fiqh.[footnoteRef:87] [87: Dikutip dari An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj, terj. Suharlan dan Darwis, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 894] 

Para ulam  Kufah dan Zufar juga berpendapat bahwa lafadz al-Ayyim bermakna setiap perempuan yang tidak bersuami, maka setiap perempuan yang sudah baligh lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan akad nikah yang ia laksanakan atas dirinya sendiri adalah sah. Pendapat ini senada dengan AsySya‟bi dan Az Zuhri, mereka beralasan bahwa wali itu tidak termasuk rukun nikah, namun hanya sebatas penyempurna saja.[footnoteRef:88] Sebab pada lafadz Al-Ayyim tersebut termasuk lafadz yang musytarak (memiliki arti lebih dari satu). Bisa bermakna janda dan bisa juga bermakna seorang wanita yang tidak bersuami (gadis atau janda). Adanya arti ganda tersebut itu menghasilkan hukum yang berbeda. Untuk mengetahui maksudnya secara pasti diperlukan adanya qarinah yang akan menjelaskannya. [88:  An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hallaj, terj. Suharlan dan Darwis, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h., 891] 

Kemudian pada lafadz al-Bikr, Imam Abu Hanifah memaknai secara majazi yaitu wanita yang masih kecil. Lafadz al-Bikr secara haqiqi bermakna perawan. Perawan atau gadis adalah perempuan yang belum mempunyai suami dan belum pernah melakukan persetubuhan.
[bookmark: _Toc55121336]Pendapat Madzhab Hanafi Terhadap Wali Mujbir
Mazhab Hanafiyah membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi dua bagian yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan merupakan syarat dan bagi gadis, wali hanya dimintai izinnya saja. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) termasuk mengawinkan dirinya.[footnoteRef:89] [89:  Rahman Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63.] 

Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan kalaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang gadis (belum dewasa) dari sini semua peran hak ijbar wali tidak ada bagi seorang yang janda dan wanita yang sudah baligh. Wali harus ada persetujuan dahulu jika akan mengkawinkannya[footnoteRef:90]. [90:  Syaiful Hidayat, Wali Nikah Dalam Perspektif Empat MadzhabVolume 2 No. 1 Pebruari Tahun 2016, hlm.112] 

Wanita yang baligh dan berakal sehat Menurut Hanafi berpendapat wanita yang baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh melakukan perkawinan sendiri baik perawan, gadis, maupun janda.  Karena Imam Abu Hanafi tidak mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal. Sedangkan tentang objek otoritas ijbar sendiri imam abu hanifah tertuju pada anak kecil (shoghiroh). Dan berpendapat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, dan Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa semua keluarga boleh mengawinkannya, termasuk paman dan saudara lakilaki.[footnoteRef:91] Menurut Syaikh Kamaluddin Muhammad As-Sakandari (Hanafiah) perwalian juga dibagi menjadi dua, yaitu perwalian nadb atau istihbab dan perwalian mujbir. [91:  Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, (Ja`far, Hanafi, Maliki, Shafi‟i, dan Hanbali), hlm. 346.] 

قال أبو حنيفة ولاية إجبار هو الولاية على الصغيرة بكرا كانت او ثيب وكذالك الكبيرة المعتوهة والمرقوقة.[footnoteRef:92] [92:  Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, Syarah Fathul Qadir, (Beirut:Dar al-Kutub alIlmiyah, 1995), hlm. 246] 

Artinya: Imam Abu Hanifah berkata: “perwalian ijbar ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras , dan perwalian terhadap budak perempuan.

Dari pendapat beliau tersebut dapat dipahami bahwa perwalian mujbir atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti idiot. wahbah az-zuhaili dalam kitabnya mengatakan mengemukakan pendapat sebagai berikut:
ويتفق الحنفية مع المالكية والحنابلة في ثبوت الولاية على الصغير والصغيرة، والمجنون الكبير والمجنونة الكبيرة، سواء أكانت الصغيرة بكراً أم ثيباً، فلا تثبت هذه الولاية على البالغ العاقل. [footnoteRef:93]  [93:  Wahbah Zuhaili, Fiqih al-Islam wa Adillatuhu, jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h., 197] 

Artinya: ulama` hanafiyah, malikiyah dan hanabilah sepakat dalam penetapan wali (mujbir) terhadap soghir dan soghiroh, kabiroh yang gila (laki-laki atau perempuan), soghiroh perawan ataupun janda.
.....لأن علة ولاية الإجبار عندهم هي الصغر وما في معناه، وهذه العلة متحققة في الصغار والمجانين دون غيرهم.[footnoteRef:94] [94:  Wahbah Zuhaili, Fiqih al-Islam wa Adillatuhu, jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h., 197] 

Artinya: karena illat ijbar (otoritas wali mujbir) menurut madzhab hanafi ialah terhadap anak-anak yang masih kecil atau yang serupa (satu makna),  dan ini adalah illat yang pasti didalam anak-anak kecil dan orang-orang gila dan selainnya.

Syekh Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pendapat Hanafiyah mengenai wali mujbir sebagai berikut:
لا ولي إلا المجبر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي أو لم يرضى فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد . ويختص الولي المجبر بإجبار الصغير والصغيرة مطلقا والمجنون والمجنونة الكبار[footnoteRef:95] [95:  Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala Madzahib al-„arba‟ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t). hlm. 720] 


Artinya: “ Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa.”

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian terhadap perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda hukumnya adalah sunah. Hal ini untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh islam. Seorang perempuan dalam pandangan Abu Hanifah harus melaksana- kan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Akan tetapi, disunahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada walinya.[footnoteRef:96] Sebagaimana pendapat beliau: [96:  Wahbah Zuhaili, Fiqih al-Islami wa adillatuhu, terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk, Fiqih Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 188-189] 

عن أبي حنيفة: تحوز مباشرة البالغ العاقل عقد نكاحها.[footnoteRef:97] [97:  Kamaluddin Muhammad as-Sakandari, Syarah Fathul Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, , 1995). hlm. 246] 


Artinya: “seorang wanita yang telah dewasa (balig) dan berakal, ia dapat mengaqadkan atau menikahkan dirinya sendiri.”

Dalam kutipan pendapat Imam Abu Hanafi lain:
لايجوز للولي إجبار البكر البالغه على النكاح[footnoteRef:98] [98:  Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, Syarah Fathul Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995)h., 248] 

Artinya: “tidak dibolehkan untuk wali mujbir melarang kepada wanita yang telah dewasa terhadap pernikahannya”.

Dari beberapa pernyataan kutipan pendapat Imam Abu Hanafi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wali mujbir menurut beliau ialah seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita kecil, wanita yang telah dewasa namun ghairu `aqil baik dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan. Dalam riwayat lain perwalian ijbar juga terhadap anak laki-laki yang masih kecil dan gila. Illat dari pendapat beliau adalah ghairu `aqil. Menurut Imam Abu Hanafi hak ijbar tersebut dimiliki oleh bapak, kakek serta yang lainnya yang masuk dalam hubungan ‘asabah[footnoteRef:99] [99:  Wahbah Zuhaili, Fiqih al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 173] 

Sedangkan untuk orang Gila dalam Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa, wali berhak mengawinkan orang gila. Dan hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapatkesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat mazhab Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian ditangan hakim.[footnoteRef:100] Dan untuk orang Safih atau Idiot Imam Abu Hanafi berpendapat untuk orang yang safih atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya. Dan Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena safih (idiot), maka perwalian berada ditangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.[footnoteRef:101] [100:  Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, (Ja`far, Hanafi, Maliki, Shafi‟i, dan Hanbali), hlm. 694 ]  [101:  Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, (Ja`far, Hanafi, Maliki, Shafi‟i, dan Hanbali), hlm. 697] 

perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang-orang gila adalah perwalian yang bersifat harus. Perwalian ini merupakan sikap perlindungan terhadap orang yang dinikahkan, serta untuk menjaga hak-hak mereka akibat ketidak mampuan dan kelemahannya. Akal bukanlah syarat akad perkawinan menurut kesepakatan fuqaha. Oleh karenanya, menurut madzhab Hanafi seorang wali yang merupakan bapak atau yang lainnya boleh mengawinkan orang gila laki-laki dan perempuan, atau orang idiot laki laki dan perempuan, baik masih kecil atau sudah besar, perawan maupun janda.[footnoteRef:102] [102:  Wahbah Zuhaili, Fiqih al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 183] 

[bookmark: _Toc55121337]Syarat Wali Mujbir
Hak dari wali mujbir adalah bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi hal itu tidak berlaku secara mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut adalah bahwa semua wali mujbir terkadang tidak bisa menggunakan hak ijbar tersebut, karena mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak ijbar dari wali mujbir mampu menghadirkan calon suami yang kafa`ah dengan si gadis, kafa`ah yang dimaksud disini mencakup lima hal yaitu sebagai berikut:[footnoteRef:103] [103:  Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, Sharkh Fathul Qadir, (Beirut:Dar al-Kutub alIlmiyah, 1995), hlm. 280-287] 

a. Nasab. Dalam pandangan ini orang non Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. di antara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan non Quraisy. Alasannya karena Nabi sendiri orang Quraisy. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan laki- laki Quraisy, dan perempuan Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab.
b. Merdeka. Perbudakan menjadikan perbedaan antara orang yang merdeka dengan seorang budak. Berkenaan dengan perkawinan, tidak sama perempuan yang merdeka dengan laki-laki yang dimerdekakan. Syarat kesederajatan dalam kemerdekaan amat penting bagi kaum muslim.
c. Agama. bahwa seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan non muslimah, maka dapat dikategorikan tidak sekufu, yaitu tidak sepadan. Allah menerangkan di dalam Al-Qur`an: 
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “bahwa seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan non muslimah, maka dapat dikategorikan tidak sekufu, yaitu tidak sepadan. Allah menerangkan di dalam Al Qur`an Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

d. Harta, dianggap sekufu ialah seorang laki-laki yang dianggap sanggup membayar mas kawin dan uang belanja, apabila tidak sanggup membayar mas kawin dan nafkah atau salah satunya maka tidak dianggap sekufu.
e. Pekerjaan. Pekerjaan, Seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadananya adalah adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Persyaratan yang diberikan oleh Mazhab Hanafi terhadap pemberlakuan hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil dan baligh, tetapi ternyata calon suami yang dihadirkan tidak kafa`ah dengan anak gadisnya, maka sigadis berhak menolak dan apabila tetap dilakukan aqad nikah maka pernikahan tersebut tidak sah.[footnoteRef:104]  [104:  Muhammad Amin Ibn „Abidin, Raddul Al-Mukhtar „Ala Al-Dar AlMukhtar, Juz IV Beirut-Lebanon:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), hlm. 206-207] 

[bookmark: _Toc55121338]Tartibul Wali Mujbir
Mazhab Hanafi menentukan bahwa wali mujbir adalah wali semua dari jalur asabah, dan kemudian jika ternyata asabah tidak ada maka yang menjadi wali mujbir adalah Imam.[footnoteRef:105]  [105: Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, Sharkh Fathul Al-Qadir, Juz III Beirut-Lebanon:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995, hlm. 276] 

الحنابلة - قالوا : المجبر الأب بخصوصه فلا يجبر الجد كالمالكية الثاني وصي الأب يقوم مقامه. الثالث الحاكم عند عدم وجود الأب ووصيه[footnoteRef:106] [106:  Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala Madzahib al-„arba‟ah, (BeirutLebanon:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t.), hlm. 720] 


Artinya: ulama` hanabilah berpendapat bahwa orang yang memiliki hak ijbar adalah ayah, maka kakek tidak boleh memaksa, serupa seperti pendapat ulama` malikiyah. Kedua adalah orang yang diberi wasiat oleh ayah (orang ini menempati kedudukan ayah). Ketiga adalah hakim jika tidak ada ayah dan orang yang diberi wasiat oleh ayah.  
Jadi, pembagian wali mujbir menurut mazhab Hanafi di dalam perkawinan sudah dijelaskan di atas, bahwa yang menjadi wali mujbir menurut mazhab Hanafi hanyalah terbatas kepada ayah, orang yang di beri wasiat oleh ayah yang statusnya telah memiliki kedudukan yang sederajat dengan ayah seketika itu, dan yang ketiga adalah wali hakim ketika tidak ada ayah dan  orang yang di beri wasiat oleh ayah sedangkan kakek tidak memiliki hak ijbar. 
[bookmark: _Toc55121339][bookmark: _Toc34825304]D. Paparan Data dan Analisis Data
1. [bookmark: _Toc55121340]Pendapat Dan Istanbath Imam Syafi`i dan Imam Abu Hanifah Terhadap Wali mujbir
Diatas kita sudah menetahui penggalian hukum dari nas dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafaz turuq allafziyah dan pendekatan makna turuq al-ma’nawiyah. Pendekatan lafaz ialah penguasaan terhadap makna dari lafaz- lafaz nas dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas langsung, seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan lain-lain. Berikut pemaparan penulis terkait pendapat dan istambath kedua imam:
a. perbedaan dalam qiyas Imam Abu Hanifah  dan Imam Syafi`i berbeda dalam menggunakan qiyas terkait masalah wali mujbir. Imam Abu Hanifah  menqiyaskan pernikahan dengan jual beli yaitu dalam masalah akadnya. Dalam akad jual beli harus terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli ‘an taradin, sehingga dalam akad pernikahan harus ada kesepakatan antara mempelai laki-laki dan perempuan apabila kedua mempelai tersebut telah sama-sama dewasa dan berakal sehat. Sedangakan Imam Syafi`i menqiyaskan perwalian ijbar dengan pernikahan Aisyah r.a. yang dinikahkan olehayahnya Abu Bakr Ash -Shiddiq dengan Rasulullah SAW pada usia 7 tahun. Dari hal tersebut Imam Syafi`i memberikan kesimpulan bahwa kewenangan untuk menikahkan perempuan yang masih gadis adalah berada pada seorang ayah.
b. perbedaan dalam memahami lafadz mustarok
Lafaz mustarok yaitu lafal yang digunakan untuk dua arti atau lebih dengan penggunaan yang bermacam-macam. Atau dalam definisi lain ialah lafal yang digunakan untuk dua makna yang berbeda atau
lebih. Imam Abu Hanifah  dan Imam Syafi`i menggunakan pegangan hadits yang sama dalam rujukan pendapatnya tentang wali mujbir.
الايام احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صمتها

Artinya: “Seorang perempuan lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Dan seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya

Menurut Imam Abu Hanifah , lafaz al-Ayyim diatas bermakna seorang perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan maupun janda. Hingga terdapat kesimpulan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya. Sedangkan menurut Imam Syafi`i memaknai lafaz al-Ayyim diatas adalah janda. artinya seorang wali hanya tidak  boleh memaksa janda menikah tanpa ada persetujuan dengan lafaz yang sarih dari janda tersebut dan seorang gadis perawan tetap berada dalam otoritas wali mujbir. Adanya arti ganda tersebut itu menghasilkan hukum yang berbeda. Untuk mengetahui maksudnya secara pasti diperlukan adanya qaorinah yang akan menjelaskannya.

c. Adanya Makna Haqiqi dan Majazi dalam memaknai Al-bikr
Haqiqi yaitu lafaz yang menunjukkan makna aslinya sesuai dengan teks lafaz tersebut, sedangkan majazi yaitu lafaz yang digunakan untuk makna selain makna aslinya karena ada hubungan antara keduanya.
Imam Syafi`i memberikan arti pada lafaz bikr dengan makna hakiki yaitu seorang perawan atau gadis. Sehingga penetapan hukum pada perwalian ijbar ditujukan kepada seorang wanita yang masih perawan menurut Imam Syafi`i baik dia masih kecil atau telah dewasa. Sedangkan Imam Abu Hanifah  mengartikan bikr dengan arti seorang anak kecil, Sehingga perwalian ijbar hanya berlaku kepada anak kecil dan orang gila, yang mana orang gila disamakan dalam ketidak mampuannya untuk bertindak
d. Pemahaman illat yang berbeda
Al-Qur`an tidak menjelaskan secara eksplisit tentang persoalan wali mujbir, hanya terdapat dalam beberapa hadits yang menyatakan kisah para sahabat Nabi. Dari haditshadits tersebut para ulama` mujtahid menyimpulkan penetapan hukum pada kasus seorang wanita yang hendak menikah baik perawan maupun janda. Para ulama, dalam hal ini Imam Abu Hanifah  dan Imam Syafi`i menemukan illat yang berbeda dalam kasus perwalian ijbar. 
Pendapat Imam Abu Hanifah  illat dari adanya perwalian ijbar ialah wanita yang ghairu ‘aqilah (anak kecil, idiot, dll). Karena jika hal ini tidak dijembatani akan berdampak pada wanita tersebut. Maka seorang wali memiliki hak preogratif untuk menikahkannya, disebabkan wanita-wanita tersebut tidak mampu untuk dimintai izin atau persetujuan atas pernikahannya. Dan semua wali memiliki derajat yang sama, tidak memandang wali aqrab maupun wali ab`ad, mulai dari ayah sampai wali hakim memiliki hak ijbar kepada wanita yang dalam keadaan demikian. Hal lain yang menjadi unsur pendapat tersebut adalah memang keadaan sosial budaya Imam Abu Hanifah  yang berada di tengah kota yang telah maju, yang mana usia menikah perempuan disana telah cukup usia menikah
Sedangkan illat dari pendapat Imam Syafi`i adalah bikr (perawan). Dan hak wali tersebut hanya diberikan kepada ayah, atau kakek ketika ayah tidak ada. Jika dilihat dari sisi kemaslahatannya pendapat Imam Syafi`i ini juga sangat rasional dan bijaksana. Karena seorang yang bikr (gadis) di Mesir pada waktu masih dibawah umur, dan tabi`at dari seorang wanita yang masih gadis adalah pemalu. Sehingga seorang ayah yang secara hubungan darah dianggap paling dekat dan paling mengerti kebutuhan serta kondisi dari anaknya, maka wajar jika dia diberikan kuasa untuk dapat menikahkan putrinya.
Dari pemaparan analisis terhadap pendapat wali mujbir dalam Madzhab Syafi`i dan Madzhab Hanafi diatas, penulis lebih cendrung kepada pendapat Madzhab Hanafi walaupun secara dalil naqli dan dalil aqli sama - sama kuat dan rasional . Sebab pendapat  Madzhab Hanafi lebih berhati - hati yaitu dengan mengharuskan meminta persetujuan terhadap wanita baligh berakal (bukan wanita kecil shoghiroh) yang memang sudah mampu menentukan mana yang baik dan yang tidak seharusnya dilakukan. Hal itu sangat memberi pilihan, yang tentunya mengutamakan wasyawirhum fi al-amri dalam bersikap dewasa. Berbeda dengan gadis kecil (shoghiroh) yang cara berfikirnya sangat labil, kurang matang dan sanagat berbahaya jika diberikan keleluasaan dalam memilih pasanga sendiri. Selain itu dalam negara indonesia anak kecil tidak diperbolehkan dan harusnya tidak boleh menikah hingga pada kisaran umur 19 tahun, sebab dalam pernikahan butuh kedewasaan, kematangan metal dan kesiapan dalam menghadapi ujian pahit rumah tangga. Dalam hal ini Madzhab Hanafi lebih relevan diinterpretasikan.
2. [bookmark: _Toc55121341]Persamaan dan Perbedaan Wali mujbir Antara Imam Syafi`i dan Imam Abu Hanifah
a. Persamaan
Persamaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukum wali mujbir terdapat pada mengambil hadits yang diriwayatkan dari Ibn Abbas yaitu:
عن إبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر, وإذنها سكوتها ) رواه مسلم وفي لفظ (ليس للولي منع الشيب أمر, والبيتيمة تستأمر). ر. أبو داود والناسائي وصححه إبن حبان.

Artinya: Dari Ibn Abbas, Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri (mengurus) dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan dimintai izinnya. Tetapi izinnya itu adalah diamnya.

Hadits di atas menjadi landasan hukum pengambilan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang wali mujbir. Hadits di atas merupakan hadis shaheh dan bisa dijadikan hujjah dalam pengambilan dasar hukum.
Selain itu, persamaan yang penulis temukan dalam pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi adalah adanya wali mujbir yang  bukan merupakan tindakan sewenang-wenang oleh ayah atau kakek kepada anak perempuan. Melainkan wewenang seorang ayah untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang pantas dengan dasar tanggung jawab. Akan tetapi, hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih sering memiliki anggapan bahwa wanita berhak untuk dipilihkan dan dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan walinya. menurut penulis, Semua ketentuan diatas sangat bijaksana  dan merupakan alasan yang logis dimana Imam Syafi`i memberikan pengertian yang berbeda dari Imam Hanafi. 
Perlu diketahui, bahwasannya dalam pendapat Imam Syafi`i dan Imam Hanafi tidak serta merta melegalkan seorang wali mujbir (ayah) dapat menikahkan begitu saja dengan laki-laki pilihan sang ayah tanpa memikirkan kebahagiaan anak tersebut. Akan tetapi, beliau - beliau (Imam Syafi`i dan Imam Hanafi ) menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali ketika hendak menikahkan anak gadisnya. Syarat-syarat tersebut memberikan indikasi bahwa tidak ada unsur kesewenang -wenangan, dan bukti bahwa Madzhab Syafi`i dan Madzhab Hanafi memiliki tujuan yang sama  dalam kemaslahatan dan kebahagiaan membangun rumah tanga dengan cinta dan kasih sayang . Walaupun  pada kenyataan yang ada, perwalian ijbar sering disalah pahamkan sebagai landasan seorang wali dapat memaksa anak perempuan untuk menikah dengan alasan apapun, baik karena kepentingan wali semata atau karna harta dan tanpa mempertimbangkan keadaan anak tersebut. Namun tujuan yang ingin dicapai adalah menghantarkan anak untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 
Oleh karena itu, menurut penulis jika dipandang dari segi kemaslahatannya, untuk era sekarang hadirnya seorang wali mujbir dalam pernikahan penting adanya sebab wali merupakan orang yang dekat dengan pura putri mereka secara emosional.
b. Perbedaan
1) Penafsiran hadis
Hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas r,a. 
عن إبن عباس أن النبي صالله عليه وسلم قال الايام احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها
Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda: ”janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, perawan di mintai persetujuan dan persetujuannya adalah diam‛ (HR. Abi Dawud).

Imam Syafi`i memaknai lafadz Al-Ayyim dengan makna janda, sedangkan Imam Abu Hanifah yang memberi makna seorang wanita yang tidak bersuami baik janda maupun gadis. Sehingga seorang wali tidak memiliki hak ijbar terhadap janda dan gadis perawan yang sudah baligh berakal dalam pernikahannya.
2) Illat hukum dan objek ijbar wali mujbir
Dalam Madzhab Syafi`i di jelaskan bahwa, illat hukum dalam perwalian wali mujbir (ijbar) bukanlah janda, baik baligh, soghir, akil atau junun, melainkan adalah albikr (perawan) saja. Karna Imam Syafi`i memberikan arti pada lafaz bikr dengan makna hakiki yaitu seorang perawan atau gadis. Sedangkan Madzhab Abu Hanifah mengatakan bahwa, illat hukum dalam perwalian wali mujbir (ijbar) adalah soghiroh baik janda ataupun perawan. Hal ini di karnakan Imam Abu Hanifah mengartikan bikr dengan secara majazi  sehingga maksud pada lafaz bikr tersebut adalah seorang anak kecil. sedangkan orang gila disamakan dalam ketidak mampuannya untuk bertindak.
Jadi, objek ijbar wali mujbir dalam pemaparan diatas adalah albikr (perawan) menurut Madzhab Syafi`i. Sedangkan menurut Madzhab Abu Hanifah adalah soghiroh baik janda ataupun perawan.
3) Wali yang memiliki hak ijbar
Menurut mazhab Syafi`i yang berhak menjadi wali mujbir adalah hanya bapak dan kakek, apabila tidak ada bapak dan kakek. Maka selain dari mereka berdua tidak dapat menjadi wali mujbir, sebab dulu Nabi pernah menyuruh ibu yatimah untuk memisahkan pernikahan anaknya saat Utsman Bin Mutghoun mengawinkan keponakan perempuannya, Keponakan Utsman Bin Mutghoun pada saat itu dalam keadaan yatim, kemudian ibu dari gadis tersebut datang pada Rasulullah saw dan mengadu atas perkawinan tersebut dan mengatakan bahwa anak perempuannya tidak suka dengan pilihan pamannya (Utsman Bin Mutghoun) akhirnya Rasulullah saw memerintahkan untuk memisahkan keduanya.  
Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah menurut mazhab Hanafi di dalam perkawinan sudah dijelaskan di atas, bahwa yang menjadi wali mujbir menurut mazhab Hanafi hanyalah terbatas kepada ayah, orang yang di beri wasiat oleh ayah yang statusnya telah memiliki kedudukan yang sederajat dengan ayah seketika itu, dan yang ketiga adalah wali hakim ketika tidak ada ayah dan  orang yang di beri wasiat oleh ayah sedangkan kakek tidak memiliki hak ijbar. 
4) Syarat wali mujbir
Dalam Mazhab Syafi`i syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir sebelum haknya digunakan, syarat adalah sebagai berikut:
a) Antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas
b) Antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan
c) Calon suami harus sekufu dengan sigadis
d) Mampu membayar mahar
e) Maharnya berupa mahar mitshil
f) Maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut.
g) Mahar harus diserahkan secara langsung (hallan).
Berbeda dengan Mazhab Syafi`i, Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa hak ijbar dari wali mujbir mampu menghadirkan calon suami yang kafa`ah dengan si gadis. Yaitu kafa`ah dalam segi Nasab, kafa`ah dalam segi merdeka, kafa`ah dalam segi agama, kafa`ah dalam segi harta dan pekerjaan. 

[bookmark: _Toc55121342]BAB III
PENUTUP

1. [bookmark: _Toc34825305][bookmark: _Toc55121343]Kesimpulan
[bookmark: _Toc34825306]Berdasarkan hasil analisis tentang hukum komparasi wali mujbir menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perwalian ijbar menurut Imam Hanafi ialah perwalian kepada anak kecil atau wanita yang telah dewasa namun kurang akalnya (gila). Perwalian ini untuk kemaslahatan bersama maka wali berhak untuk menikahkan wanita tersebut secara ijbar (tanpa persetujuannya). Kemudian perwalian ijbar menurut Imam Syafi’i yaitu hak wali yang dikhususkan oleh ayah atau kakek untuk menikahkan anak gadisnya baik kecil atau dewasa dengan tanpa persetujuan gadis tersebut. Adapun metode istinbathukum wali mujbir yang digunakan Imam Hanafi adalah Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 240, Hadis riwayat Ibnu Abbas, dan‘Urf. Kemudian metode istinbat hukum Imam Syafi’i terkait masalah wali mujbir ialah Alqur’an An-Nisa’ ayat 5, hadits riwayat Ibn Abbas, riwayat Aisyah dan qiyas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perbedaan metode istinbat hukum Imam Syafi’i dan Imam Hanafi mengenai wali mujbir diantaranya adalah: adanya ta’arud dalam qiyas, perbedaan dalam pemahaman dalalah lafaz, adanya pemahaman ‘illat hukum yang berbeda.
2. Persamaan yang mendasar diantara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i yaitu sama-sama mengambil hadits riwayat Ibn Abbas sebagai landasan hukum dalam memecahkan suatu masalah. Kedua ialah memiliki tujuan yang sama demi kemaslahatan bersama dengan adanya syarat yang harus di penuhi oleh wali mujbir. Dan ini bukti bahwa wali mujbir bukanlah kesewenang - wenangan oleh ayah atau kakek kepada anak perempuan. Perbedaanya adalah mengenai pendapat tentang penafsiran dari hadits yang diriwayatkan Ibn Abbas, illat hukum dan objek walimujbir, wali yang memiliki hak ijbar, dan syarat wali mujbir.
1. [bookmark: _Toc55121344]Saran
[bookmark: _Toc34825307]Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saransaran sebagai berikut:
1. sebaiknya sebelum menikahkan anak gadis dengan calon suami pilihan orangtua, anak gadis perempuan tersebut, dimintai persetujuan terlebih dahulu serta diberikan waktu untuk mengenal calon suaminya. Agar Pernikahan yang dilakukan oleh mereka dilandasi dengan cinta dan kasih sayang dan rumah tangga yang mereka bangun nyaman dan tentram, penuh dengan cinta kasih, serta sakinah, mawaddah wa rahmah.
2. Kepada Calon mempelai perempuan dalam perkawinan harus mengerti bahwa orang tua dalam menikahkan putrinya adalah bentuk kasih sayang dan kehati-hatian supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih pasangan.
3. Permasalahan wali dalam pernikahan perlu disosialisasikan dalam pertemuan atau forum pengajian seperti pada khutbahkhutbah, kajian islam, dan ceramah. Agar masyarakat yang masih salah dalam memahami konsep ijbar sebagai kawin paksa tidak melakukan tindakan sewenang - wenang seorang wali kepada anak perempuannya.
4. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pijakan untuk
penelitian selanjutnya.
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